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BUPATI LABUHANBATU UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA 

NOMOR 17 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN  

DAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA 
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LABUHANBATU UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, 

bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dan 

Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4869); 

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

4. Undang… 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
 
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  

239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6570); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

 
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 
 

10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  
 

Anggaran… 
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Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 266); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 
 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 
 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara Nomor 89); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 109); 

 

17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara Tahun 2021 Nomor 406); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, 

PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Daerah… 
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1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara. 
3. Dinas adalah Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.  
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 
akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang 

besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari 
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa 
secara nasional. 

13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat 

Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada 

desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka 

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan 
geografis Desa. 

16. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya 
 

disebut… 
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 disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan 
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 

infrastruktur, transportasi dan komunikasi.  
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara   
untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa 
Bendahara Umum Negara. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa 

yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
pada bank yang ditetapkan. 

21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh 
Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis 

disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau 
Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa 

yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun 
anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran APB Desa. 

22. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 

atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat. 

23. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan 

efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan 
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan 

kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 
25. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan 

kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun 

keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan 
terjadi di masa depan (visi Desa). 

26. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan 
perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat 

dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan 
pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di 
wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar 

Desa. 
27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,  
 

yang… 
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yang bersifat produktif dengan mengutamakan 
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 

28. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada 
anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari 

kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek 
untuk usianya. 

29. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan 

pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung 
kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di 

tingkat desa untuk penanganan Covid -19 di Desa; 
30. Satuan Gugus Covid-19 (Satgas Covid-19) Desa atau 

sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas 
Penanganan Covid-19 di Desa yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

 
BAB II 

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA 
 

Pasal 2 
 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu 

Utara Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan:  

a. Alokasi Dasar;  
b. Alokasi Afirmasi;  

c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

 

Pasal 3 
 

(1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima 

persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara 
merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah 
penduduk.  

 
(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan 
Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2021. 
  

(3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan: 
a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu 

juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi 
Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 
(seratus) jiwa; 

b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta 
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi 

Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) 
 

sampai… 
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sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa; 
c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu 

juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi 

Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) 
sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; 

d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta 
lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa 

dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) 
sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan 

e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus 

tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan 
jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) 

jiwa. 
 

Pasal 4 
 
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi. 
 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dihitung sesuai 
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.  
 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali 
Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

 

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 

sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. 
 

(5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihitung dengan 
menggunakan rumus: 

AA Desa = (0,01 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)} 
Keterangan: 

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa 
DD = pagu Dana Desa nasional 

DST =  jumlah Desa sangat tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi 

DT = jumlah Desa tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk 

miskin tinggi 
 

Pasal 5 
 

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam 
pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, 

capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian         
 

hasil… 
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hasil (outcome) pembangunan Desa. 
 
(2) Besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa 
dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. 

 
(3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan Desa yang dipilih sebanyak             
10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang 
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

 

Pasal 6 
 

(1) Desa penerima Alokasi Kinerja  ditentukan berdasarkan 

kriteria utama dan kriteria kinerja. 
 

(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi. 
 

(3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 
bobot sebagai berikut: 

a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%; 
b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%; 

c. capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 
25%;  dan 

d. capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan 
bobot 35%. 

 

(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja 
terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus: 

Skor Kinerja =  {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + 
  (0,35 x Y4)} 

Keterangan:  
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa 

Y1 = pengelolaan keuangan Desa 
Y2 = pengelolaan Dana Desa 
Y3 = capaian keluaran Dana Desa 

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa 
 

(5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada  
ayat (3) huruf a dinilai dari: 

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap 
total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima 
puluh persen); dan 

b. rasio belanja bidang pembangunan dan 
pemberdayaan terhadap total belanja bidang 

APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen). 
 

(6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b dinilai dari: 

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap 

total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima 
persen); dan 

 
b. persentase… 
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b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara 
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima 
persen). 

 
(7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada  

ayat (3) huruf c dinilai dari: 
a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan 

bobot 50% (lima puluh persen); dan 
b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan 

bobot 50% (lima puluh persen). 

 
(8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf d dinilai dari: 
a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan 

bobot 30% (tiga puluh persen); 
b. perubahan status Desa indeks Desa membangun 

dengan bobot 30% (tiga puluh persen); 

c. status Desa indeks Desa membangun terakhir 
dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan 

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan 
bobot 30% (tiga puluh persen). 

 
(9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus: 

AK Desa = (0,03 x DD) / (0,1 x Jumlah Desa) 
Keterangan: 

AK Desa  = Alokasi Kinerja setiap Desa 
DD = pagu Dana Desa nasional 

Jumlah Desa   = jumlah Desa nasional 
 

Pasal 7 

 
(1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal (2) huruf d sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari 
anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator: 

a. bobot 10% (sepuluh persen) untuk jumlah 
penduduk; 

b. bobot 40% (empat puluh persen) untuk angka 

kemiskinan; 
c. bobot 20% (dua puluh persen) untuk luas 

wilayah;dan 
d. bobot 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan 

geografis. 
 
(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan 

geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh 

jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa. 
 

(3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * 
Z4)} * AF Kabupaten 

Keterangan: 
 

AF Desa… 
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AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa 

Kabupaten 
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap 

Desa terhadap total penduduk miskin 
Desa Kabupaten 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa Kabupaten 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 

Kabupaten 
AF Kab  = Alokasi Formula Kabupaten 

 
Pasal  8 

 
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

 
PENYALURAN DANA DESA 

 

Pasal 9 
 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan 
ketentuan: 

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 

untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat 
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling 

cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 
bulan kedua sampai dengan bulan kelima; 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan 

bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan 
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling 
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan 
paling cepat masing-masing bulan berkenaan 

untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan 
kesepuluh; dan 

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu  
 

Dana… 
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Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 

untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan 
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas 

paling cepat bulan November untuk bulan 
kesebelas dan paling cepat akhir bulan 
November bulan kedua belas. 

 

Pasal 10 
 

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2, 
disalurkan dengan ketentuan: 

a. data keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu diterima 
Bupati dalam bentuk Peraturan Kepala Desa; dan 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan 
disalurkan setelah Bupati menerima laporan realisasi 

jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya. 
 

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b 

angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan 
kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah 
Bupati menerima laporan realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat bulan sebelumnya. 
 

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c 

angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan 
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah 

Bupati menerima laporan realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya. 

 

Pasal 11 
 

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 

kepada Bupati, dengan ketentuan: 
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB  

Desa; 

b. tahap II berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 
2.  laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima 
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen);  

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan 
 

keluarga… 
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keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT 

Desa; dan 
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 

kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; 
c. tahap III berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 

90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen); dan 
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya. 

 
(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 

Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 
2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa 
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon 

keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per 

bulannya. 
 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat   
(1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung       

berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran 
dari seluruh kegiatan. 
 

(4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume 
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. 

 
(6) Format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 

2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

(7) Dinas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian 

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 

Pasal 12 
 
(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 

 
kebutuhan… 
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kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan: 
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah 
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku 

selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; 

dan 
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 

dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan 

setelah kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya 

kepada Bupati. 
 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 

keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing 
bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan 
laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 

sebelumnya kepada Bupati. 
 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas 

masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa 
menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati. 

 
(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 

keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada 
Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 

 
(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah 

yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya 

atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

 
(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 

Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 
Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat 

minggu ketiga bulan Desember. 
 

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

 
BAB IV 

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 13 
 

(1) Penggunaan Dana Desa diprior itaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat  d i tu jukan untuk meningkatkan  
 

kesejahteraan… 
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 kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah 

Desa. 
 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau 

kegiatan 
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: 

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan 
Desa; 

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; 
dan 

c. adaptasi kebiasaan baru Desa. 
 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi 
nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk 
pencapaian SDGs Desa: 
a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 
untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; 

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa 
berenergi bersih dan terbarukan; dan 

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang 
diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan 
usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan 

konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. 
 

(4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional 

sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs 
Desa: 

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, 
dan pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan 
untuk pembangunan Desa; 

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan 
ekonomi Desa merata; 

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan 

stunting 
di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; 

dan 
d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan 

perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta 
mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya 
Desa adaptif. 

 
(5) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 

a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa 
Aman Covid-19; dan 

b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 
 

(6) BLT… 
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(6) BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

(7)  Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 
yang tidak termasuk  

 

(8)  prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

  
(9)  Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 

 pada ayat (7), Bupati memastikan pengalokasian Dana 
 Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana 

 dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi. 
 

(10)  Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7)  diberikan pada saat evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa  mengenai APBDes. 
 

(11) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
 Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa. 

 

(12) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 

 penggunaan Dana Desa. 
 

Bagian Kedua 

Penggunaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 
 

Pasal 14 
 

(1) Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan 

dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya 
(earmarked) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada: 
a. BLT Desa; dan 
b. pendanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 

yang merupakan kewenangan Desa. 
 

(2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di 
seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk 
pendanaan untuk BLT Desa. 

 
(3) Penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando 
penanganan pandemi Covid-19 di tingkat Desa atau pos 

jaga di Desa. 
 
(4) Pos komando penanganan pandemi Covid-19 atau pos 

jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki 
fungsi: 

a. pencegahan; 
b. penanganan; 

c. pembinaan; dan 
d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi      

Covid-19 di tingkat Desa. 

 
(5) Rincian… 
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(5) Rincian kegiatan penanganan pandemi Covid-19 
termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang 

dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

(6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana 
Desa atas kegiatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 1 
BLT DD 

 

Pasal 15 
 

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan 
melaksanakan BLT Desa. 

 
(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada keluarga penerima manfaat paling 

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili 

di Desa bersangkutan; dan 
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, 
Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial 
Pemerintah lainnya. 

 
(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan 

pembelian pupuk. 
 

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok 

pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa. 
 

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari 

Kementerian Sosial. 
 

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus 

ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan 
bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. 

 

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan 
mulai bulan Januari. 

 

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 

dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT  

 
Desa… 
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Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain 
Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan. 

 

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan 

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa 

diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan 
ekonomi lainnya di Desa. 

 

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

 
(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 

penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa 
dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana 

Desa. 
 

Paragraf 2 
Pendanaan Kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19 

 

Pasal 16 
  

Dalam penerapan PPKM Mikro di Desa dibentuk Posko Desa 
untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko 

penyebaran Covid-19 di Desa secara konsisten dan terkendali. 
 

Pasal 17  

  
(1) Dalam penentuan PPKM Mikro di Desa dilakukan dengan 

mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga 
tingkat Dusun dengan kriteria sebagai berikut :  

a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 
di satu Dusun, maka skenario pengendalian 
dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin 

dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak 
Puskesmas.  

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) 
sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus 

konfirmasi positif dalam satu Dusun selama 7 (tujuh) 
hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan 
menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat 

lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak 
erat dengan pengawasan ketat; 

c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) 
sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus 

konfirmasi positif dalam satu Dusun selama 7 (tujuh) 
hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah 
menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak 

erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien  
 

positif… 
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positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, 
serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak 
dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan 

bahan pokok, dalam pelaksanaannya berkoordinasi 
dengan Puskesmas dan Bhayangkara Pembina 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Bhabinkamtibmas); 

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 
(sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif 
dalam satu Dusun selama 7 (tujuh) hari terakhir, 

maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan 
PPKM tingkat Dusun yang mencangkup:  

1. menemukan kasus positif dan pelacakan kontak 
erat; 

2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan 
pengawasan ketat; 

3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak 

dan tempat umum lainnya kecuali sektor 
kebutuhan bahan pokok; 

4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; 
5. membatasi keluar masuk wilayah Dusun 

maksimal hingga pukul 20.00; dan 
6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di 

lingkungan Dusun yang menimbulkan 

kerumunan dan berpotensi menimbulkan 
penularan. 

 
(2) Dalam pelaksanaannya, Posko Desa bersama Kepala 

Dusun melaporkan kepada Kepala Desa serta 
berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas. 

 

(3) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang 
menjadi satu kesatuan dari penanganan Covid-19 di Desa 

dengan peran dan tugas terdiri dari:  
a. menyampaikan informasi tentang Covid-19 kepada 

masyarakat Desa; 
b. pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk 

Desa/Dusun;  

c. mengoordinasikan pengecekan perlintasan antar 
Desa; 

d. mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan 
perjalanan dari wilayah luar Desa; 

e. memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam 
pencegahan penyebaran Covid-19; 

f. membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik 

bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah 
dan/atau rumah singgah; 

g. mengedukasi warga dalam upaya pencegahan Covid-
19; dan 

h. memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan 
yang telah disepakati bersama. 

 

Pasal 18 
 

Dalam pelaksanaannya, Posko Desa terdiri dari : 
 

a. Tim… 
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a. Tim Pencegahan; 
b. Tim Penanganan; 
c. Tim Pembinaan; dan 

d. Tim Pendukung. 
 

Pasal 19 
 

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan 
terdiri dari:  
a. Ketua  : Kepala Desa;  

b. Wakil Ketua  : Ketua BPD; 
c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur: 

- Kepala Dusun;  
- Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

- Tokoh Agama; 
- Tokoh Masyarakat; dan 
- Satuan Perlindungan Masyarakat Desa; 

d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur: 
- Kepala Dusun; 

- Dokter; 
- Bidan Desa;  

- Perawat; 
- Kader Kesehatan; 
- Kader Posyandu; dan 

- Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa; 
e.  Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur: 

- Kepala Dusun; 
- Satuan Perlindungan Masyarakat Desa; 

- Tokoh Agama; 
- Tokoh Adat; dan 
- Tokoh Masyarakat. 

f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa 
dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator. 

 
Pasal 20 

 
Susunan Posko Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 

 

Pasal 21 
 

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Posko Desa 

bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa 
(Babinsa), Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, 
Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya. 
 

Pasal 22 
 

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan 

penyebaran/penularan dan penanganan Covid-19 sesuai 
kewenangan Desa yaitu: 
a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi 

suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan 
masyarakat yang keluar masuk Desa;   

b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni  
 

mencuci… 
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mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam 
wilayah Desa; 

c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di 

wilayah Desa secara berkala; 
d. menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, 

disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di 
setiap Posko Desa; dan 

e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala 
Desa. 

 

Pasal 23 
 

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan 
kesehatan akibat penyebaran/penularan Covid-19 sesuai 

kewenangan Desa yaitu: 
a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi 

warga yang dipantau; 

b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang 
terkonfirmasi Covid-19; 

c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi 
warga yang terkonfirmasi Covid-19 melalui test Covid-19;  

d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi 
mandiri;  

e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang 
terkonfirmasi Covid-19; dan 

f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada 

Kepala Desa. 
 

Pasal 24 
 

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian 
pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan 
Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu: 

a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif 
sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang 

ditetapkan melalui Peraturan Desa; 
b. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta 
mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas; 

c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan 

melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan 
d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang 

melakukan pelanggaran protokol kesehatan. 
 

Pasal 25 
 

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari 

pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan 
penanganan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu: 

a. memfasilitasi operasional dan admnistrasi pelaksanaan 
Posko Desa Covid-19; 

b. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa; 
c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan 

mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan; 

d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan  
 

Covid-19… 
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Covid-19 serta pencegahanya kepada masyarakat; dan 
e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada 

Kepala Desa. 

 
Pasal 26 

 
Format pelaporan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 mengacu kepada 
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 443/0619/BPD tanggal 
10 Februari 2021. 

 
Pasal 27 

 
Setiap warga Desa berkewajiban untuk: 

a. melaksanakan protokol kesehatan; 
b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);  
c. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan 

pembatas transparan untuk  menghindari terjadi kontak 
langsung antara   masyarakat; dan 

d. berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi 
terkait Covid-19. 

 
Pasal 28 

 

(1) Setiap warga Desa dilarang: 
a. melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan 

massa; 
b. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang 

bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan 
c. menghindari terjadi kontak langsung antara 

masyarakat di Desa. 

 
(2) Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, 
dikenakan pembinaan berupa: 

a. pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal 
komunitas setempat; 

b. pembinaan sosial seperti: 

1. membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas 
publik; 

2. membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M 
(Menggunakan masker, Mencuci tangan dan 

Menjaga jarak, 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan 
vaksinasi; dan 

3. menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, 

dengan diberi penugasan tertentu. 
 

(3) Pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 29 

 

(1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan, Tim 
Pembinaan dan Tim Penanganan berkoordinasi dengan 

Bhabinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas dan mitra Desa  
 

lainnya… 
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lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas 
berdasarkan kearifan lokal. 

 

(2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi 

kepada Satuan Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan. 
 

Pasal 30 
 

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa, pembiayaan 

dibebankan pada APBDesa dengan mengoptimalkan anggaran 
yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan 

Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa. 
 

Bagian Kedua 
Publikasi  

 

Pasal 31  
 

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
 a.  hasil Musyawarah Desa; dan 
 b. data Desa, peta potensi dan sumberdaya 

pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP 
Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen 

APB Desa. 
 

(3)  Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi 
kegiatan, dan besaran anggaran. 

 
Pasal 32 

 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh 
masyarakat Desa. 

 

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
dilakukan secara swakelola dan partisipatif. 

 
(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan 

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang 
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan 
permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan 

dan/atau tertulis. 
  

BAB V 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 33 

 
Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau  

b. capaian keluaran Dana Desa. 
 

Pasal 34… 
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Pasal 34 
 
(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas 

sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 33 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas 

meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa 
Dana Desa di RKD dimaksud dan menyampaikan 

laporan hasil permintaan penjelasan kepada Bupati. 
 
(2) Berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bupati meminta Inspektorat Kabupaten untuk 
melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi 

penyalahgunaan. 
 

Pasal 35 
 

(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 huruf a dilakukan untuk 
mengetahui: 

a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang 

belum disetorkan oleh Kepala Desa ke RKUD;  
b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum 

disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi: 

1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 

Kepala Desa ke RKUD; dan 
2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 

sampai dengan Tahun Anggaran 2019; 
c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2018 

yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran 

tahap III Tahun Anggaran 2020; dan 
d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020. 

 
(2)  Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana 
Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi 
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil 

rekonsiliasi antara Kepala Desa dan Bupati. 
 

(3)  Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana 

Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun 
Anggaran 2021. 

  

(4)  Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang 
belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun                                                                 

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa 

tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi 
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. 

 

(5)  S isa  Dana Desa  d i  RKD Tahun Anggaran  2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak 

dianggarkan kembal i  akan diperhitungkan pada  
 

penyaluran… 
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penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. 

   

(6) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat 

(5) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan 
pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022. 

 
Pasal 36 

 

Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana   
Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Dinas melaporkan 

terjadinya penyalahgunaan dimaksud kepada Menteri 
Keuangan. 

 
BAB VI 
SANKSI 

 
Pasal 37 

 
(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT 

Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 
2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 
50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan 

disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021. 
 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa                                                                            

untuk BLT Desa setiap tahapan. 
 
(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal 
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 

insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia 

cukup anggaran setiap bulannya. 
 

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam 
Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 

Daerah melalui Camat. 
 

(5) Bupati melakukan pendataan terhadap Desa yang akan 
dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi 

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN). 

 
Pasal 38 

 
(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT 

Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 

2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 
50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan 

disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022. 
 

(2) Pengenaan… 
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(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal 
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah 

insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang memenuhi kriteria. 

 
(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah melalui Camat. 

 
(4) Camat menyampaikan Peraturan Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas. 
 

(5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan oleh Bupati melalui Dinas kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 

Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 

sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun 
Anggaran 2022. 

 
BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 39 

 
(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 

sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan 
Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 
2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 

 
(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa 
dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021. 

 

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan 

KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan 
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 

 
(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke 
RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021. 

 
BAB VIII 

PENUTUP 
 

Pasal 40 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
 

Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

 

   

Ditetapkan di Aek Kanopan 

pada tanggal 23 Maret 2021 
BUPATI LABUHANBATU UTARA, 

 
                      dto 

 

 
HENDRI YANTO SITORUS            

 

  
Diundangkan di Aek Kanopan 

pada tanggal 23 Maret 2021 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, 
 

 

               dto 
 

HABIBUDDIN SIREGAR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 421         



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

Jumlah Penduduk
Rasio Jumlah 

Penduduk

Jumlah 

Penduduk 

Miskin

Bobot Luas Wilayah Bobot

Indeks 

Kesulitan 

Geografis

Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (16) (18) (19) (21) (22) (24) (25) = (15)+(18)+(21)+(24) (26) (27) = (5)+(8)+(12)+(26)

1 Kualuh Hulu Kuala Beringin 4 721.575.000         TERTINGGAL 9 171.591.000      48 74 -                         7.555 0,02293216 476 0,014458197 228 0,013394317 37 0,004049277 0,034195007 935.044.000         1.828.210.000      

2 Kualuh Hulu Perpaudangan 3 641.574.000         BERKEMBANG 3 -                          46 35 -                         4.605 0,013977842 54 0,001640216 21 0,001248654 39 0,004314641 0,008601296 235.198.000         876.772.000          

3 Kualuh Hulu Pulo Dogom 4 721.575.000         BERKEMBANG 5 -                          40 65 -                         7.173 0,021772651 121 0,003675298 12 0,000715479 22 0,002445783 0,009013826 246.478.000         968.053.000          

4 Kualuh Hulu Perkebunan Londut 3 641.574.000         MAJU 2 -                          48 18 -                         4.684 0,014217635 32 0,00097198 36 0,002118967 19 0,002081887 0,006594597 180.326.000         821.900.000          

5 Kualuh Hulu Perkebunan Kanopan Ulu 3 641.574.000         BERKEMBANG 1 -                          47 31 -                         1.386 0,004207012 8 0,000242995 17 0,000990807 35 0,003866619 0,005521122 150.972.000         792.546.000          

6 Kualuh Hulu Perkebunan Mambang Muda 3 641.574.000         BERKEMBANG 3 -                          48 19 -                         2.744 0,008329033 58 0,001761713 33 0,001932917 27 0,003007079 0,007534613 206.030.000         847.604.000          

7 Kualuh Hulu Perkebunan Labuhan Haji 3 641.574.000         MAJU 1 -                          47 32 -                         1.142 0,003466383 5 0,000151872 35 0,002065275 37 0,004072116 0,006635901 181.455.000         823.029.000          

8 Kualuh Hulu Perkebunan Hanna 2 561.574.000         BERKEMBANG 1 -                          47 30 -                         410 0,001244498 3 9,11231E-05 11 0,000624327 39 0,004305825 0,005145725 140.707.000         702.281.000          

9 Kualuh Hulu Sonomartani 4 721.575.000         BERKEMBANG 5 -                          46 47 -                         5.985 0,018166641 105 0,003189308 11 0,000661787 27 0,002947575 0,008615334 235.582.000         957.157.000          

10 Kualuh Hulu Sukarame 4 721.575.000         BERKEMBANG 6 -                          46 43 -                         9.138 0,027737138 140 0,004252411 98 0,005775651 19 0,00204533 0,014847106 405.986.000         1.127.561.000      

11 Kualuh Hulu Sukarame Baru 4 721.575.000         BERKEMBANG 6 -                          48 23 -                         6.121 0,018579451 139 0,004222037 73 0,004307858 27 0,002944451 0,01333229 364.564.000         1.086.139.000      

12 Kualuh Leidong Teluk Pulai Dalam 4 721.575.000         TERTINGGAL 7 -                          51 11 -                         5.521 0,016758233 296 0,008990812 82 0,004811066 31 0,00338136 0,018859061 515.691.000         1.237.266.000      

13 Kualuh Leidong Teluk Pulai Luar 3 641.574.000         BERKEMBANG 9 -                          52 9 288.153.000     2.706 0,008213689 560 0,017009644 56 0,003295824 39 0,004281724 0,02540856 694.783.000         1.624.510.000      

14 Kualuh Leidong Kelapa Sebatang 3 641.574.000         TERTINGGAL 8 171.591.000      47 74 -                         2.322 0,00704811 351 0,010661402 30 0,001784327 41 0,004489582 0,017640122 482.360.000         1.295.525.000      

15 Kualuh Leidong Simandulang 3 641.574.000         TERTINGGAL 9 171.591.000      46 74 -                         4.518 0,013713765 549 0,016675526 73 0,004314726 42 0,004642299 0,027003927 738.408.000         1.551.573.000      

16 Kualuh Leidong Air Hitam 4 721.575.000         BERKEMBANG 7 -                          47 26 -                         5.408 0,016415238 271 0,008231453 82 0,004810441 30 0,003302928 0,017986346 491.827.000         1.213.402.000      

17 Kualuh Leidong Pangkalan Lunang 3 641.574.000         TERTINGGAL 4 -                          38 67 -                         4.784 0,014521172 89 0,002703318 18 0,001075716 39 0,004252634 0,009483786 259.329.000         900.903.000          

18 Kualuh Hilir Kuala Bangka 4 721.575.000         TERTINGGAL 9 171.591.000      49 74 -                         7.031 0,02134163 629 0,019105475 119 0,006986222 35 0,003892936 0,032118796 878.271.000         1.771.437.000      

19 Kualuh Hilir Sei Sentang 4 721.575.000         TERTINGGAL 5 -                          45 54 -                         5.288 0,016050994 99 0,003007062 32 0,001879225 32 0,003529284 0,010020671 274.010.000         995.585.000          

20 Kualuh Hilir Teluk Piai 3 641.574.000         TERTINGGAL 8 171.591.000      47 74 -                         4.014 0,012183943 340 0,010327284 30 0,001775587 48 0,005292672 0,018613936 508.988.000         1.322.153.000      

21 Kualuh Hilir Tanjung Mangedar 4 721.575.000         TERTINGGAL 9 171.591.000      49 74 -                         5.171 0,015695857 681 0,020684942 90 0,005306157 46 0,00510656 0,032667244 893.268.000         1.786.434.000      

22 Kualuh Hilir Teluk Binjai 3 641.574.000         TERTINGGAL 7 -                          46 40 -                         4.495 0,013643952 260 0,007897335 66 0,003895802 35 0,003891245 0,017048777 466.190.000         1.107.764.000      

23 Kualuh Hilir Sei Apung 3 641.574.000         TERTINGGAL 9 171.591.000      7 74 -                         4.235 0,012854758 485 0,014731567 50 0,002961184 35 0,003864719 0,022842946 624.628.000         1.437.793.000      

24 Aek Kuo Aek Korsik 5 801.576.000         MAJU 7 -                          47 27 -                         18.039 0,054754895 241 0,007320222 21 0,001260891 26 0,002883627 0,016940229 463.221.000         1.264.797.000      

25 Aek Kuo Bandar Selamat 4 721.575.000         BERKEMBANG 6 -                          45 57 -                         6.361 0,019307937 143 0,004343534 71 0,004182993 34 0,003775054 0,014232375 389.177.000         1.110.752.000      

26 Aek Kuo Perk. Padang Halaban 3 641.574.000         TERTINGGAL 2 -                          44 62 -                         1.730 0,005251176 28 0,000850482 6 0,00032465 34 0,003739957 0,005440207 148.760.000         790.334.000          

27 Aek Kuo Perkebunan Panigoran 3 641.574.000         TERTINGGAL 1 -                          43 63 -                         1.645 0,00499317 7 0,000212621 21 0,001236168 26 0,002821934 0,004770039 130.434.000         772.008.000          

28 Aek Kuo Sidomulyo 3 641.574.000         BERKEMBANG 1 -                          38 68 -                         1.907 0,005788435 3 9,11231E-05 0 1,87298E-05 36 0,004008321 0,004697017 128.439.000         770.013.000          

29 Aek Kuo Karang Anyer 3 641.574.000         TERTINGGAL 1 -                          45 55 -                         1.028 0,003120352 15 0,000455615 0 1,87298E-05 44 0,004862531 0,005648912 154.466.000         796.040.000          

30 Aek Kuo Padang Maninjau 3 641.574.000         BERKEMBANG 2 -                          45 56 -                         4.231 0,012842616 30 0,000911231 12 0,000689257 35 0,003869866 0,006754616 184.701.000         826.275.000          

31 Aek Kuo Purworejo 3 641.574.000         BERKEMBANG 1 -                          47 33 -                         1.627 0,004938534 10 0,000303744 18 0,001061356 39 0,004295108 0,006154061 168.279.000         809.853.000          

32 Marbau Perkebunan Pernantian 3 641.574.000         TERTINGGAL 1 -                          22 71 -                         1.394 0,004231295 8 0,000242995 34 0,001973498 38 0,004180134 0,006819757 186.483.000         828.057.000          

33 Marbau Perk. Marbau Selatan 3 641.574.000         BERKEMBANG 5 -                          26 70 -                         1.726 0,005239035 108 0,003280431 13 0,000773541 46 0,005106212 0,009684088 264.806.000         906.380.000          

34 Marbau Perkebunan Milano 2 561.574.000         BERKEMBANG 1 -                          22 72 -                         444 0,001347701 8 0,000242995 11 0,000631819 38 0,004197753 0,005207337 142.392.000         703.966.000          

35 Marbau Perkebuanan Brussel 2 561.574.000         BERKEMBANG 1 -                          47 28 -                         994 0,00301715 3 9,11231E-05 19 0,0011138 49 0,005370448 0,006877085 188.050.000         749.624.000          

36 Marbau Pulo Bargot 3 641.574.000         TERTINGGAL 2 -                          49 16 -                         2.861 0,008684171 30 0,000911231 11 0,000671152 25 0,002705222 0,005156022 140.989.000         782.563.000          

37 Marbau Siparepare Tengah 3 641.574.000         BERKEMBANG 4 -                          52 5 288.153.000     2.638 0,008007285 73 0,002217329 12 0,000702368 28 0,003102932 0,006823357 186.581.000         1.116.308.000      

38 Marbau Siparepare Hilir 3 641.574.000         BERKEMBANG 4 -                          47 34 -                         1.481 0,004495371 59 0,001792087 171 0,010072896 44 0,004814639 0,017129159 468.388.000         1.109.962.000      

39 Marbau Tubiran 3 641.574.000         BERKEMBANG 2 -                          49 14 -                         1.208 0,003666717 19 0,000577113 6 0,000327772 37 0,004047668 0,005319224 145.451.000         787.025.000          

40 Marbau Belongkut 3 641.574.000         TERTINGGAL 2 -                          45 51 -                         4.463 0,01354682 34 0,001032728 7 0,000405813 31 0,003379452 0,006172676 168.788.000         810.362.000          

41 Marbau Simpang Empat 3 641.574.000         BERKEMBANG 2 -                          48 22 -                         3.280 0,009955987 33 0,001002354 5 0,000280947 35 0,003891196 0,006170096 168.718.000         810.292.000          

42 Marbau Babussalam 3 641.574.000         BERKEMBANG 1 -                          46 37 -                         1.998 0,006064653 9 0,000273369 6 0,000378967 35 0,00387239 0,005131191 140.310.000         781.884.000          

43 Marbau Marbau Selatan 3 641.574.000         BERKEMBANG 2 -                          52 6 288.153.000     4.178 0,012681742 34 0,001032728 11 0,000646803 33 0,003666972 0,006614677 180.875.000         1.110.602.000      

44 Marbau Aek Tapa 3 641.574.000         BERKEMBANG 4 -                          53 2 288.153.000     3.295 0,010001518 71 0,00215658 10 0,000577503 23 0,00253615 0,006270385 171.460.000         1.101.187.000      

45 Marbau Lobu Rampah 3 641.574.000         TERTINGGAL 1 -                          46 44 -                         1.060 0,003217484 14 0,000425241 4 0,000249731 37 0,004095102 0,005091822 139.233.000         780.807.000          

46 Marbau Bulungihit 3 641.574.000         BERKEMBANG 2 -                          8 73 -                         2.395 0,007269692 33 0,001002354 13 0,000749193 26 0,002822825 0,005301341 144.962.000         786.536.000          

47 Marbau Aek Hitetoras 3 641.574.000         BERKEMBANG 3 -                          52 8 288.153.000     3.893 0,011816664 45 0,001366846 25 0,001498385 35 0,003825933 0,007872831 215.278.000         1.145.005.000      

Alokasi Kinerja

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

No. Kecamatan Nama Desa Klaster JP Alokasi Dasar Klasifikasi Desa IDM
Desil 

JPM
Alokasi Afirmasi

Skor 

Kinerja

Ranking 

Alokasi Kinerja

Alokasi Formula

Pagu Dana Desa 

per-Desa

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKG

Total Bobot Alokasi Formula
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48 Marbau Sumber Mulyo 3 641.574.000         BERKEMBANG 1 -                          52 4 288.153.000     3.572 0,010842313 7 0,000212621 12 0,000689882 36 0,004002023 0,005988756 163.759.000         1.093.486.000      

49 Na Ix - X Pematang 3 641.574.000         TERTINGGAL 7 -                          46 36 -                         1.927 0,005849143 247 0,007502468 83 0,004869753 47 0,005186483 0,018143618 496.127.000         1.137.701.000      

50 Na Ix - X Batu Tunggal 4 721.575.000         BERKEMBANG 8 -                          52 3 288.153.000     7.053 0,021408408 473 0,014367074 66 0,003902045 24 0,002680814 0,023090774 631.405.000         1.641.133.000      

51 Na Ix - X Sungai Raja 4 721.575.000         BERKEMBANG 8 -                          51 12 -                         7.091 0,021523752 383 0,011633381 61 0,003589882 19 0,002099476 0,019475115 532.536.000         1.254.111.000      

52 Na Ix - X Perkebunan Berangir 3 641.574.000         BERKEMBANG 3 -                          31 69 -                         2.450 0,007436637 46 0,001397221 36 0,002122713 24 0,002674614 0,006938211 189.722.000         831.296.000          

53 Na Ix - X Silumajang 4 721.575.000         BERKEMBANG 7 -                          47 29 -                         6.127 0,018597663 279 0,008474448 72 0,004214209 26 0,002863907 0,01741233 476.131.000         1.197.706.000      

54 Na Ix - X Pulo Jantan 4 721.575.000         BERKEMBANG 4 -                          45 53 -                         6.488 0,019693428 71 0,00215658 41 0,002434876 37 0,004060373 0,010621172 290.430.000         1.012.005.000      

55 Na Ix - X Kampung Pajak 4 721.575.000         BERKEMBANG 3 -                          44 60 -                         5.031 0,015270906 54 0,001640216 24 0,001428461 11 0,001191238 0,005787005 158.243.000         879.818.000          

56 Na Ix - X Meranti Omas 3 641.574.000         BERKEMBANG 8 -                          54 1 288.153.000     3.179 0,009649416 467 0,014184828 68 0,004011303 39 0,004295206 0,023456278 641.399.000         1.571.126.000      

57 Na Ix - X Hatapang 3 641.574.000         TERTINGGAL 5 -                          46 39 -                         1.062 0,003223554 111 0,003371554 81 0,004791712 49 0,005432574 0,013918195 380.586.000         1.022.160.000      

58 Na Ix - X Pasang Lela 3 641.574.000         BERKEMBANG 2 -                          49 15 -                         3.215 0,009758689 26 0,000789733 5 0,000312164 27 0,002929518 0,005007284 136.921.000         778.495.000          

59 Na Ix - X Simpang Marbau 3 641.574.000         MAJU 2 -                          46 50 -                         4.501 0,013662164 22 0,000668236 17 0,00101141 20 0,002163702 0,005209565 142.453.000         784.027.000          

60 Na Ix - X Bangun Rejo 3 641.574.000         TERTINGGAL 5 -                          46 41 -                         3.777 0,011464562 108 0,003280431 21 0,00122493 36 0,003981183 0,009633001 263.409.000         904.983.000          

61 Aek Natas Poldung 2 561.574.000         TERTINGGAL 4 -                          48 20 -                         424 0,001286993 77 0,002338826 173 0,010192142 70 0,007687643 0,020347311 556.386.000         1.117.960.000      

62 Aek Natas Rombisan 3 641.574.000         SANGAT TERTINGGAL 8 343.183.000      51 74 -                         1.551 0,004707846 368 0,011177766 80 0,004723036 48 0,005299204 0,02167079 592.576.000         1.577.333.000      

63 Aek Natas Sibito 3 641.574.000         TERTINGGAL 6 -                          48 21 -                         2.288 0,006944908 162 0,004920647 69 0,004066868 41 0,004491486 0,014173492 387.566.000         1.029.140.000      

64 Aek Natas Simonis 3 641.574.000         MAJU 5 -                          46 45 -                         2.861 0,008684171 121 0,003675298 65 0,00381901 34 0,003714421 0,012077146 330.243.000         971.817.000          

65 Aek Natas Perkebunan Aek Pamingke 3 641.574.000         BERKEMBANG 5 -                          41 64 -                         4.485 0,013613598 106 0,003219683 68 0,004014424 22 0,002414268 0,011009735 301.055.000         942.629.000          

66 Aek Natas Pangkalan 3 641.574.000         TERTINGGAL 2 -                          44 58 -                         2.562 0,007776597 31 0,000941605 34 0,002012831 32 0,003474417 0,007206513 197.058.000         838.632.000          

67 Aek Natas Adian Torop 3 641.574.000         BERKEMBANG 5 -                          39 66 -                         2.846 0,00863864 114 0,003462678 21 0,001258019 29 0,003169938 0,008754499 239.387.000         880.961.000          

68 Aek Natas Ujung Padang 4 721.575.000         BERKEMBANG 8 -                          46 49 -                         5.306 0,016105631 380 0,011542258 66 0,003880194 30 0,003291302 0,020324317 555.757.000         1.277.332.000      

69 Aek Natas Kampung Yaman 3 641.574.000         BERKEMBANG 2 -                          52 7 288.153.000     2.577 0,007822128 29 0,000880857 20 0,001188719 36 0,003996898 0,006848686 187.274.000         1.117.001.000      

70 Aek Natas Terang Bulan 4 721.575.000         BERKEMBANG 8 -                          49 17 -                         6.635 0,020139627 427 0,012969853 38 0,002234467 26 0,002912322 0,020130605 550.460.000         1.272.035.000      

71 Aek Natas Perkebunan Halimbe 3 641.574.000         BERKEMBANG 7 -                          46 42 -                         1.523 0,004622856 204 0,00619637 14 0,00081662 42 0,004592586 0,012067862 329.989.000         971.563.000          

72 Kualuh Selatan Damuli Pekan 4 721.575.000         BERKEMBANG 7 -                          46 46 -                         9.508 0,028860222 244 0,007411345 21 0,001248654 13 0,001402995 0,012949016 354.084.000         1.075.659.000      

73 Kualuh Selatan Siamporik 3 641.574.000         TERTINGGAL 7 -                          46 38 -                         4.642 0,01409015 250 0,007593591 90 0,005281809 25 0,002702359 0,016986773 464.494.000         1.106.068.000      

74 Kualuh Selatan Lobu Huala 3 641.574.000         BERKEMBANG 3 -                          48 24 -                         2.278 0,006914555 41 0,001245349 27 0,001560818 29 0,003152042 0,006649664 181.831.000         823.405.000          

75 Kualuh Selatan Gunung Melayu 4 721.575.000         BERKEMBANG 5 -                          51 10 -                         6.568 0,019936257 94 0,00285519 11 0,000624327 22 0,002380719 0,007853863 214.760.000         936.335.000          

76 Kualuh Selatan Damuli Kebun 4 721.575.000         MAJU 4 -                          49 13 -                         5.230 0,015874943 63 0,001913585 27 0,001560818 16 0,001753387 0,006815284 186.360.000         907.935.000          

77 Kualuh Selatan Hasang 3 641.574.000         TERTINGGAL 7 -                          44 61 -                         2.376 0,00721202 229 0,006955729 22 0,001279871 42 0,004603152 0,013559955 370.790.000         1.012.364.000      

78 Kualuh Selatan Bandar Lama 3 641.574.000         TERTINGGAL 5 -                          44 59 -                         3.829 0,011622401 104 0,003158934 45 0,002646523 32 0,003552083 0,01051978 287.658.000         929.232.000          

79 Kualuh Selatan Sidua-Dua 3 641.574.000         MAJU 5 -                          48 25 -                         4.270 0,012960996 116 0,003523426 11 0,000629209 32 0,003504164 0,008952899 244.812.000         886.386.000          

80 Kualuh Selatan Simangalam 4 721.575.000         TERTINGGAL 7 -                          45 52 -                         5.260 0,015966004 244 0,007411345 36 0,002091496 33 0,003621818 0,01472126 402.545.000         1.124.120.000      

81 Kualuh Selatan Tanjung Pasir 5 801.576.000         BERKEMBANG 6 -                          46 48 -                         11.873 0,036038853 169 0,005133268 40 0,002333985 26 0,002878958 0,013950096 381.458.000         1.183.034.000      

82 Kualuh Selatan Sialang Taji 3 641.574.000         TERTINGGAL 9 171.591.000      45 74 -                         4.773 0,014487783 493 0,014974561 23 0,001353541 36 0,003962777 0,021739658 594.459.000         1.407.624.000      

54.369.094.000    1.715.911.000   2.593.377.000  329.450,000  1,000              13.169,000  40% 3.399,389       20% 2.724,599    0,300             1,000                   27.344.459.000   86.022.841.000    

86.022.841.000    JP 10%
Alokasi 

Afirmasi DT
171.591.000     Klaster JP AD Desa

86.022.841.000    JPM 40%
Alokasi 

Afirmasi DST
343.183.000     1                     481.573.000   

54.369.094.000    LW 20%
Alokasi Kinerja

Per Desa
288.153.000     2                     561.574.000   

54.369.094.000    IKG 30% 3                     641.574.000   

1.715.911.000      4                     721.575.000   

1.715.911.000      5                     801.576.000   

2.593.377.000      

2.593.377.000      

27.344.459.000    

27.344.459.000    

82                           

9                             BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS

Total

Kontrol Penghitungan AD Desa per Klaster

Pagu Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu

Utara 
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten 

Labuhanbatu Utara

Jumlah Desa Penerima AK

Bobot AF Alokasi  Per Desa

Pagu Alokasi Formula Kabupaten

Labuhanbatu Utara
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten

Labuhanbatu Utara

Jumlah Desa

Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Labuhanbatu

Utara

Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten

Labuhanbatu Utara
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten

Labuhanbatu Utara
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten

Labuhanbatu Utara
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten Labuhanbatu

Utara
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kabupaten

Labuhanbatu Utara



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN ......

PEMERINTAH DESA ......
KECAMATAN ......
KABUPATEN ...

Pagu Desa Rp

a b c a b c d Rp Rp Rp Orang Hari Rp KK Rp 

4 PENDAPATAN
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa

5 BELANJA

1
BIDANG PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN

1 1 SUB BIDANG
1 1 01 KEGIATAN

1 1 02 dst...

2
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

DESA

2 1 SUB BIDANG
2 1 01 KEGIATAN
2 1 02 dst...

3
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 

DESA

3 1 SUB BIDANG
3 1 01 KEGIATAN
3 1 02 dst...

4
BIDANG PEMBERDAYAAN 

KEMASYARAKATAN DESA

4 1 SUB BIDANG
4 1 01 KEGIATAN
4 1 02 dst...

5

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, 

KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 

DESA

5 1
SUB BIDANG PENANGGULANGAN 

BENCANA

1

URAIAN
URAIAN 

KELUARAN

VOLUME 

KELUARAN

CARA 

PENGADAAN

Keluarga 

Penerima 

Manfaat

BLT KET

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR

1 2

ANGGARAN REALISASI SISA
% CAPAIAN 

KELUARAN

TENAGA 

KERJA
DURASI UPAH



= 2 =

5 1 00 PENANGGULANGAN BENCANA
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga

1. Sterilisasi fasilitasi umum dan fasilitasi 

sosial Desa *)

2. Penyediaan Obat-obatan *)

3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina 

Mandiri *)

4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri 

(Masker, APD untuk Relawan, dst) *)

5. Pembuatan Antiseptik 

(handsanitizer)/Disinfektan *)

6. dll *)

5 2 SUB BIDANG KEADAAN DARURAT
5 2 00 KEADAAN DARURAT
5 2 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 2 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga
5 2 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga

5 3 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK
5 3 00 KEADAAN MENDESAK
5 3 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 3 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga
5 3 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)
    BLT Bulan Pertama
    BLT Bulan ke .... Dst

6 PEMBIAYAAN
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 2 Penyerataan Modal Desa
6 2 2 1 Penyerataan Modal Desa

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH
(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)

Disetujui oleh,

(desa), (tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA ......... KEPALA DESA .........

(.....................................) (.....................................)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :

DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN 0-23 BULAN)

IBU HAMIL ANAK 0 - 23 BULAN
SASARAN

JUMLAH

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TINGKAT PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

HIJAU

 (NORMAL)

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN INDIKATOR JUMLAH %

1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN

2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI

3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI

IBU HAMIL 4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI

5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN

6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK

8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP

2 TIMBANGAN BERTA BADAN RUTIN SETIAP BULAN

3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN

LAKI-LAKI TOTAL

ANAK USIA 5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/GIZI KURANG/STUNTING

0-23 BULAN 6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

(0-2 TAHUN) 7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK

8 ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

9 ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR

10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN/PAUD

ANAK

> 2-6 TAHUN

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

JUMLAH INDIKATOR

YANG DITERIMA

1 IBU HAMIL

2 ANAK 0-23 BULAN

TABEL 5. PENGGUNAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING

NO SASARAN

1 BIDANG PEMBANGUNAN DESA

2 BIDANG PEMBERYAAN MASYARAKAT

(Desa), (tanggal bulan tahun)

Kepala Desa …

(……….….…)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

       HENDRI YANTO SITORUS

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN

DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH TOTAL

ANAK 0 - 23 BULAN

 RUMAH TANGGA
1.000 HPK TOTAL KEK/RESTI TOTAL

GIZI KURANG/

GIZI BURUK/STUNTING

ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN

 (RESIKO STUNTING)

KUNINGJUMLAH TOTAL

4

1 ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN MINIMAL 80%

SASARAN

JUMLAH

MERAH

(TERINDIKASI STUNTING)

dto

TOTAL ALOKASI DANA

SEHARUSNYA DITERIMA

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

ALOKASI DANA

TINGKAT KONVERGENSINO SASARAN

% (PERSEN)


